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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat adalah salah satu target dari pilar nomor satu pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia serta penguasaan Iptek. Pencapaian Visi Indonesia 2045 ini harus terwujud dalam pembangunan nasional, dimana hakekatnya pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan demikian, pembangunan nasional mampu meningkatkan kualitas SDM, baik sebagai pelaku ataupun penerima manfaat pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai sektor, terutama karena jumlah perempuan dan anak-anak tahun 2020 adalah 65,2% merupakan suatu potensi bangsa. Pembangunan manusia kesehatan pada dasarnya merupakan penerapan strategi dengan filosofi pedang dengan dua bilah yang tajam, untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan kesehatan dari kedua sasaran yang merupakan akibat dan penyebab permasalahan kesehatan. Sasaran langsung seperti kelompok masyarakat perempuan, anak-anak, lansia dan berkebutuhan khusus, dan sasaran tidak langsung yang seringkali menjadi penentu keberhasilan program kesehatan seperti kelompok masyarakat laki-laki dan pengambil kebijakan lain. Pola pikir pengambil kebijakan serta pengelola program yang memperhatikan semua sasaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya menjadi faktor penentu keberhasilan capaian program. Perlindungan dan pemenuhan hak yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk perempuan dan anak telah diamanatkan dalam konstitusi UUD Negara RI tahun 1945. 



Komitmen tersebut terlihat dalam keikutsertaan Indonesia dalam pengesahan 12 kesepakatan CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Again Woman) tahun 1984 dan 12 area kritis untuk mempercepat kesetaraan gender dalam BPfA (Beijing Platform for Action) tahun 1995. Inpres nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanahkan bagi semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada saat menyusun kebijakan, program dan kegiatan masing-masing bidang pembangunan, termasuk pembangunan di bidang Kesehatan. Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.
RPJPN 2005-2024 sejak awal sudah mengintegrasikan pembangunan kesetaraan gender, dimana target pada RPJMN tahun 2020- 2024 adalah terwujudnya kesetaraan gender. Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 pada goals ke-5 adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan beberapa goal lain mendukung tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Kesenjangan gender masih terlihat dalam data IPM Perempuan yang masih berstatus sedang (69,19) sedangkan IPM laki-laki sudah berstatus tinggi (75,98). Hal ini menunjukkan kualitas SDM perempuan Indonesia masih lebih rendah dari laki-laki, dimana rendahnya 




IPM perempuan ini ikut berkontribusi terhadap rendahnya IPM nasional (71,94). Indeks pembangunan Gender (IPG) yang merupakan rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki pada tahun 2020 sebesar 91,06. Kesenjangan capaian laki-laki dan perempuan yang paling menonjol yaitu rata-rata pengeluaran per kapita. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menilai sejauh mana pemberdayaan gender dalam peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi tahun 2020 sebesar 75,57 (BPS, 2021). 
  Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan meliputi kebijakan, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan, pencegahan penyakit, dan Sumber Daya Kesehatan (SDK) yang mempunyai kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagai penyelenggara pelatihan SDM  Kesehatan yaitu tercapainya pelaksanaan pelatihan yang bermutu/ Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, maka berdasarkan hal di atas kami akan menjadikan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tempat pelatihan yang Responsif gender di mana salah satu pelatihan yang akan di adakan di tahun 2024  adalah Pelatihan Konseling Menyusui Bagi Petugas Kabupaten/Kota Di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.







Pembangunan kesehatan menyebutkan bahwa arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan 
kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotive dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Salah satu strategi RPJMN 2020-2024 tersebut adalah meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak. Namun, masih banyak masalah gizi yang dihadapi oleh Indonesia dan bahkan semakin kompleks saat ini, salah satunya adalah masalah stunting (anak pendek). Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit danberdaya saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan.
Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan masih tingginya prevalensi kekurangan gizi pada balita di Indonesia, antara lain sebanyak 17,7 % balita gizi kurang di Indonesia (BB/U), sebanyak 30,8 % balita mengalami Stunting (PB/U atau TB/U), dan 10,2 % balita dalam kondisi kurus (BB/PB atau BB/TB). RPJMN 2020-2024 menetapkan target prevalensi stunting pada balita adalah 14%. Salah satu rekomendasi dalam Global Strategy on Infant and Child Feeding, pola pemberian makan terbaik bagi bayi dan anak sejak lahir sampai umur 24 bulan sebagai berikut : 
1) Menyusui segera dalam waktu satu jam pertama setelah bayi lahir (Inisiasi Menyusu Dini/IMD).







2) Menyusui secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berumur 6 bulan, 
3) Mulai memberikan Makanan Pendamping ASI (MP ASI) yang baik dan benar sejak bayi berumur 6 bulan; dan 
4) Tetap menyusui sampai anak berumur 24 bulan atau lebih.
Kepmenkes No. 450/2004 dan PP 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif pada Bayi di Indonesia menyebutkan beberapa ketetapan termasuk penetapan mengenai pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai dengan usia anak 2 tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai. Selain itu telah ditetapkan juga bahwa tenaga kesehatan agar menginformasikan kepada ibu mengenai anjuran ASI eksklusi yang mengacu pada 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM).
Data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) memperlihatkan terjadinya penurunan prevalensi ASI Eksklusif dari 64,5% pada tahun 2018 menjadi 52,5% pada tahun 2021. Hal ini belum sesuai dengan target pemerintah yaitu 80% ibu memberikan ASI eksklusif. Salah satu penyebab kurang berhasilnya target pemerintah adalah kurangnya dukungan dari tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan dukungan melalui 10 LMKM. Peran tenaga kesehatan sangat vital dalam memberikan dukungan menyusui kepada ibu. Upaya peningkatan pemberian ASI eksklusif perlu dilanjutkan dan terus ditingkatkan, yaitu melalui kegiatan diantaranya adalah memberdayakan ibu dan meningkatkan dukungan anggota keluarga agar semakin banyak bayi baru lahir yang melakukan inisiasi menyusu dini, dan semakin banyak ibu mampu menyusui dengan benar; meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menyediakan 





tenaga konselor menyusui di sarana pelayanan kesehatan, dan revitalisasi sarana pelayanan kesehatan sayang ibu dan bayi; dan menciptakan lingkungan kondusif yang memungkinkan ibu tetap menyusui sebagaimana mestinya. 
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, keberadaan tenaga konselor menyusui menjadi sangat penting. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa peranan tenaga konselor menyusui sangat besar terhadap peningkatan pemberdayaan ibu, peningkatan dukungan anggota keluarga serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang pada gilirannya akan meningkatkan cakupan pemberian ASI secara eksklusif di Indonesia. Tenaga konselor menyusui diperoleh melalui suatu proses pelatihan konseling menyusui dengan responsive gender. Ketersediaan konselor menyusui saat ini belum menjangkau seluruh kabupaten/kota. Oleh karena itu keberadaan tenaga konselor menyusui perlu terus ditingkatkan. 
Berdasarkan kepentingan tersebut, diperlukan pelatihan yang responsive gender oleh karena itu kami mengangkat isu sebagai berikut :
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BAB II
ANALISIS GENDER DENGAN GENDER ANALISYS PATWHAY

A. ANALISIS GENDER
Gender adalah perbedaan persepsi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial dan budaya. Pembedaan ini bisa menyebabkan ketimpangan atau ketidakadilan pada salah satu kelompok masyarakat. Kemampuan melihat perbedaan menyebabkan pengelola program mampu mengakomodir perbedaan ini sehingga lebih tepat sasaran. Pengertian gender ini mengacu pada pembedaan perempuan dan laki-laki berdasarkan persepsi yang dibangun oleh konstruksi sosial, budaya dan ideologi. Pembedaan karakteristik sosial sebagai laki-laki dan perempuan seperti yang diharapkan oleh masyarakat melalui sosialisasi yang diciptakan oleh keluarga dan/atau masyarakat, dipengaruhi oleh budaya, interpretasi agama, struktur sosial dan politik. Hal ini menciptakan pembedaan antara laki-laki dan perempuan yang disebut pembedaan gender. Pembedaan gender ini menciptakan peran dan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender ini dipelajari dan dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Peran gender/sosial ini berpengaruh terhadap pola relasi/kuasa antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut sebagai relasi gender. Pembedaan Gender ini dapat dipertukarkan, bisa berbeda terkait waktu dan daerah serta bisa berubah.







a. Jenis Kelamin
Pembedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri-ciri biologis yang berkaitan dengan fungsi reproduksi. Ciri-ciri ini bersifat universal dan tidak bisa dipertukarkan, karena sifatnya yang kodrati didapat bersamaan dengan kelahiran.
Ciri-ciri jenis kelamin (sex) dibagi menjadi 2:
1) Primer
Ciri-ciri jenis kelamin primer dibedakan berdasarkan organ-organ reproduksi yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Organ-organ reproduksi tersebut antara lain:
a) Laki-laki: penis, scrotum, sperma, membuahi
b) Perempuan: vagina, ovarium, ovum, hamil dan melahirkan,menyusui 
2) Sekunder
a) Laki-laki: jakun lebih besar, kumis, suara lebih berat, payudara lebih kecil, kelenjar susu tidak berkembang.
b) Perempuan: jakun lebih kecil, kumis tidak tumbuh banyak, suara halus.

b. Bias Gender
Bias Gender adalah suatu kondisi yang belum memperhatikan kebutuhan atas perbedaan gender pada perempuan dan laki-laki, kaum disabel dan difabel, kelompok masyarakat berkebutuhan khusus seperti lansia, ibu hamil dan menyusui, kaum marjinal seperti anak jalanan dan terlantar, sehingga merugikan kelompok masyarakat tertentu. Bias gender adalah suatu pandangan atau sikap yang lebih mendahulukan salah satu jenis kelamin daripada jenis kelamin yang lain, atau mendahulukan kelompok masyarakat tertentu daripada masyarakat yang lain.




 Bias gender disebabkan karena pandangan budaya atau adat kebiasaan yang mendahulukan atau mengistimewakan jenis kelamin tertentu daripada yang lain. Bias gender dapat merugikan salah satu jenis kelamin atau kelompok masyarakat tertentu.
Implikasi gender adalah kondisi yang tidak menguntungkan yang dialami oleh sekelompok masyarakat perempuan dan laki-laki, kaum disabel dan difabel, kelompok masyarakat berkebutuhan khusus seperti lansia, ibu hamil dan menyusui, kaum marjinal seperti anak jalanan dan terlantar akibat perbedaan persepsi yang dikonstruksikan oleh sosial budaya yang menyebabkan ketidakadilan dan atau ketidaksetaraan gender.

c. Netral Gender
Netral gender adalah suatu kondisi yang tidak bisa membedakan kebutuhan atas perbedaan gender pada perempuan dan laki-laki, kaum disabel dan difabel, kelompok masyarakat berkebutuhan khusus seperti lansia, ibu hamil dan menyusui, kaum marjinal seperti anak jalanan dan terlantar sehingga tidak bisa mendapatkan perlakuan khusus atau pembedaan pada saat melakukan pendekatan atau kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kelompok masyarakat.

d. Responsif Gender
Adalah suatu sikap dan perlakuan yang mengakomodir dan memfasilitasi perbedaan peran biologis dan sosiokultural antara laki-laki dan perempuan, masyarakat berkebutuhan khusus dan kaum marjinal, sehingga menghasilkan kesetaraan dan keadilan gender. Responsif gender bukan 





berarti menyamaratakan pembagian atau perlakuan kepada semua sasaran program dan kegiatan, sebaliknya responsif gender adalah memperlakukan semua kelompok masyarakat secara proporsional dan sesuai karakteristik, kebiasaan dan kebutuhannya.

e. Perspektif Gender dalam Bidang Kesehatan
Perspektif atau pandangan terhadap pembedaan antara laki-laki dan perempuan, masyarakat berkebutuhan khusus dan kaum marjinal merupakan faktor penentu dalam keberhasilan program dan kegiatan yang akan berdampak pada kemajuan bangsa serta peradaban bangsa. Memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan, masyarakat berkebutuhan khusus dan kaum marjinal menyebabkan semua pihak berusaha untuk memperlakukan semua kelompok masyarakat sesuai dengan karakteristik. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan perwujudan dari keluhuran akhlak dan budi pekerti manusia. Keadilan gender adalah kondisi yang merupakan hasil dari perhatian dan perlakuan yang memperhatikan perbedaan dan kebutuhan yang spesifik pada perempuan dan laki-laki, kaum disabel dan difabel, kelompok masyarakat berkebutuhan khusus seperti lansia, ibu hamil dan menyusui, kaum marjinal seperti anak jalanan dan terlantar sehingga semua kelompok masyarakat mendapatkan kondisi yang sesuai, baik dan diharapkan. Kesetaraan Gender adalah kondisi dimana terdapat kesempatan dan perlakuan yang sama dan setara antara perempuan dan laki-laki, kaum disabel dan difabel, kelompok masyarakat berkebutuhan khusus seperti lansia, ibu hamil dan menyusui, kaum marjinal seperti anak jalanan dan terlantar sehingga semua kelompok masyarakat memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia terhadap akses 




dan manfaat dari usaha pembangunan dan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam penguasaan sumberdaya pembangunan (pengetahuan, informasi, keterampilan).
Analisis Gender dengan ditinjau dengan Akses, Parsipasi, Kontrol, Manfaat (APKM)
Cara untuk mengetahui adanya ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender dengan melihat perbedaan empat unsur pada perempuan, laki-laki dan kelompok masyarakat tertentu yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat.
Akses : aspek keterjangkauan untuk memperoeh sesuatu termasuk pelayanan kesehatan pada kelompok masyarakat, laki-laki dan perempuan serta kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.
Partisipasi : aspek keterlibatan atau partisipasi kelompok masyarakat laki-laki, perempuan dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus pada kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan oleh unit pelayanan atau pelaksana program/ kebijakan dan kegiatan.
Kontrol : aspek wewenang untuk memutuskan sesuatu dikerjakan atau tidak dikerjakan bisa disebabkan kedudukan atau finansial dari kelompok laki-laki, perempuan dan kelompok mayarakat berkebutuhan khusus
Manfaat : aspek yang terkait dengan manfaat yang dapat diterima oleh kelompok masyarakat laki-laki, perempuan atau kelompok berkebutuhan khusus.
Langkah penting dalam melaksanakan pengarusutamaan gender adalah mengintegrasikan isu gender ke dalam proses perencanaan pembangunan melalui analisis gender. Analisis gender adalah suatu penelaahan untuk 





mengidentifikasi isu gender yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Pada riwayat perkembangannya, analisis gender bidang kesehatan menekankan pentingnya ketidaksetaraan gender terhadap status kesehatan perempuan, hambatan yang dihadapi perempuan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan bagaimana caranya mengatasi permasalahan tersebut. Analisis gender juga berupaya mengungkapkan faktor risiko kesehatan dan permasalahannya yang dihadapi oleh laki-laki sehubungan dengan peran gender mereka (WHO, 1999).
Analisis gender adalah suatu elemen esensial dari analisis sosiobudaya dan ekonomi yang merupakan bagian dari proses analisis situasi untuk mencari akar penyebab masalah dari permasalahan kesehatan serta kinerja program yang dilakukan secara komprehensif dan lebih mendalam. Analisis ini akan menyediakan informasi tentang perbedaan kondisi yang dialami oleh perempuan dan laki-laki serta kelompok masyarakat berkebutuhan khusus yang menyebabkan kendala dan hambatan dalam menghadapi situasi tertentu. Informasi ini dapat bermanfaat untuk para pembuat kebijakan dan pengelola program kesehatan dalam melakukan intervensi khusus atau pendekatan spesial untuk memodifikasi kondisi yang menjadi hambatantersebut agar dapat dikurangi atau dihilangkan.
Untuk melakukan analisis gender diperlukan persiapan data pembuka wawasan. Data pembuka wawasan yang mendasar adalah data terpilah. Data terpilah memperlihatkan data spesifik pada masing-masing variable pada laki-laki, perempuan, dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Data lain yang bisa disajikan adalah data spesifik sumber daya yang dapat diakses oleh masing-masing kelompok masyarakat.



 Data yang terkait  dengan manusia seperti jumlah masyarakat sasaran program dan kegiatan, jumlah petugas pelayanan, dan jumlah pembuat kebijakan spesifik laki-laki dan perempuan. Data terpilah yang disajikan kemudian dikaitkan dengan isu gender yang timbul atau implikasi yang terjadi akibat isu gender, memberikan informasi yang berharga untuk melakukan evaluasi apakah program dan kegiatan yang dilakukan selama ini sudah dilakukan dengan sasaran yang tepat dan dilakukan dengan metode yang efektif dan efisien disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Dengan mengetahui penyebab permasalahan yang esensial pada masing-masing kelompok masyarakat, diharapkan pengelola program dan kegiatan akan membuat perencanaan yang sesuai, kemudian mengimplemntasikan dan melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan apakah intervensi yang sesuai tersebut sudah dilaksanakan.
Dalam analisis isu gender ini kami mengangkat judul dalam Pelatihan Konseling Menyusui Bagi Petugas Kabupaten/Kota yang akan di selenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitungdan di Tahun 2024 nanti akan ada peserta pelatihan ini sebanyak 50 peserta dan di sini kami tampilkan tentang cakupan bayi baru lahir mendapat IMD dan pemberian asi ekslusif  pada bayi < 6 bulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dalam waktu 1 jam setelah kelahiran, melindungi bayi yang baru lahir dari tertular infeksi dan mengurangi angka kematian bayi baru lahir. IMD merupakan salah satu indikator keberhasilan pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Proses IMD yang tepat sangat menentukan keberhasilan ibu dalam memberikan ASI ekslusif. Anak-anak yang diberi diberi ASI eksklusif 14 kali lebih kecil kemungkinannya untuk meninggal dalam enam bulan pertama dari pada anak yang tidak disusui. 




ASI juga dapat mengurangi kematian akibat infeksi saluran pernapasan akut dan diare (Lancet, 2008). 
WHO (World Health Organization) merekomendasikan ibu diseluruh dunia untuk menyusui secara eksklusif selama enam bulan pertama untuk mencapai pertumbuhan, 
perkembangan dan kesehatan yang optimal. Selanjutnya, mereka harus memberi makanan pendamping yang bergizi dan terus menyusui hingga bayi berusia dua tahun atau lebih. Bayi mendapat ASI Eksklusif 6 bulan adalah bayi sampai umur 6 bulan yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral sejak lahir. Persentase bayi umur 6 bulan mendapat ASI Eksklusif adalah jumlah bayi mencapai umur 5 bulan 29 hari mendapat ASI Eksklusif 6 bulan terhadap jumlah seluruh bayi mencapai umur 5 bulan 29 hari dikali 100%. Cakupan Bayi mendapat ASI Eksklusif 6 bulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 sebesar 64.56%, capaian terendah dan tertinggi dengan urutan Bangka Tengah 29.48%, Bangka Barat 40.32%, Bangka Selatan 47.58%, Belitung 55.43%, Belitung Timur 60.06%, Kota Pangkal Pinang65.16 % dan Kabupaten  Bangka 82.01%. Sedangkan Cakupan bayi mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif. Cakupan bayi IMD, SSGI, secara provinsi tahun 2022 sebesar 78,81%, dengan rincian capaian Kabupaten  Bangka 97.2	%, Belitung	78.35%, Bangka Barat 62.25%, Bangka Tengah 60.81%	, Bangka Selatan 83.76%, Belitung Timur
83.88% dan Kota Pangkal Pinang	 63.4%. Cakupan terendah di Kabupaten Bangka Barat dengan cakupan terendah yaitu 62,25%. Pelaksanaan IMD belum terlaksana dengan baik dan benar di beberapa fasyankes dikarenakan 





beberapa hal diantaranya pengetahuan ibu tentang IMD masih rendah sehingga ibu tidak termotivasi untuk melaksanakan IMD sampai berhasil. Kurangnya informasi tentang IMD yang diperoleh keluarga ibu menjadi dasar motivasi dari keluarga juga rendah sehingga tidakdapat meningkatkan percaya diri ibu saat melaksanakan IMD. Terkadang motivasi petugas kesehatan juga masih rendah. Hal ini dapatdilihat dari petugas tidak pernah memberikan informasi tentang IMD kepada ibu. Perlu komitmen dan dukungan yang kuat bagi ibu untuk menyusui bayinya secara eksklusif. dukungan keberhasilan menyusui diantaranya adalah edukasi dan penyebaran informasi mengenai manfaat ASI-Eksklusif baik pada ibu hamil dan menyusui maupun masyarakat secara umum, melakukan pendampingan kepada ibu sejak hamil, menggerakkan masyarakat atau swasta, keluarga, Tokoh Masyarakat dan  Tokoh Agama serta stakeholder dalam hal dukungan dan perlindungan kepada ibu menyusui.

Data Pelatihan Konseling Menyusui Bagi Petugas Kabupaten/Kota Di Dinas Kesehatan  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024
	Data peserta
	Jenis kelamin
perempuan
	Jenis Kelamin
Laki laki

	50
	40
	10

	Jumlah 
	40
	10


 








Maka kami melakukan analisis melalui teknik Akses, Oartisasif, Kontrol dan Manfaat ( APKM) sebagai berikut :
	AKSES
	PARTISIPASI

	bapak/suami kurang mendapat informasi mengenai manfaat ASI, masih ada ibu yang tidak menyusui
	partisipasi suami dalam mendukung ibu menyusui belum maksimal, karena malas, bekerja

	KONTROL
	MANFAAT

	suami/orang tua memaksa memberi susu formula/ bila anak rewel, sehingga ibu  gagal ASI Eksklusif
	ibu/istri lebih banyak mendapat manfaat dari menyusui, praktis




B. GENDER ANALISYS PATWHAY (GAP)

Salah satu alat analisis gender yang dikembangkan di Indonesia adalah Gender Analysis Pathway (GAP). GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang merupakan bagian kunci dari pengarusutamaan gender. GAP adalah alat analisis gender dengan pendekatan analisis pada siklus perencanaan. Metode ini dapat digunakan untuk mereview kebijakan atau program serta kegiatan bidang kesehatan. Analisis gender dilakukan secara bertahap mulai dari tahap identifikasi tujuan, analisis situasi, penentuan rencana aksi, sampai monitoring dan evaluasi. Karena tahapan siklus perencanaan tersebut disajikan dalam matriks yang sama, akan memudahkan perencana kesehatan untuk melihat relevansi dan konsistensi  antara tahapan satu dengan tahapan lainnya sehingga membentuk sekuensial yang utuh dari analisis kebijakan, program dan kegiatan sehingga  responsif gender. 



Keunggulan lainnya adalah GAP mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaannya. Analisis ini dapat digunakan pada level kebijakan strategis, manajerial, maupun operasional program kegiatan dan pada level output dan sub output. Terdapat dua kerangka analisis dalam GAP yaitu analisis kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender, dan penetapan rencana aksi kebijakan/program/kegiatan kedepan. Langkah selanjutnya setelah proses perencanaan, sesuai dengan siklus manajemen program adalah pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Dengan menggunakan GAP, dapat diidentifikasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender (gender issues) serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/ program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut. (Bappenas, 2001).
Pada prinsipnya, GAP juga mengadopsi prinsip Manajemen Berbasis Kinerja (MBK), yakni ada pengukuran pada kerangka kinerja pada rencana aksi yang dirumuskan (langkah 6-9). Terdapat 9 (delapan) langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan GAP yaitu:
A. Langkah 1: 
Menetapkan kebijakan/program/kegiatan, tujuan dan indicator Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan yang ada dan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin, untuk kemudian mengidentifikasi adanya kesenjangan gender dan permasalahan gender (gender issue). Identifikasi tujuan dan atau sasaran kebijakan atau program atau kegiatan atau sub kegiatan pembangunan yang akan dianalisis. 





Pada umumnya kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang ada saat ini adalah netral gender, atau bahkan bias gender. Untuk itu, beberapa pertanyaan dasar dapat diajukan, seperti: 
apakah Tujuan dan/atau sasaran kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan/ditetapkan sudah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
B. Langkah 2: 
Data pembuka wawasan Sajikan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan (eye-opener data). Data kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan/program/ proyek/kegiatan pembangunan saat ini memberikan dampak yang berbeda kepada perempuan dan laki-laki, dan sekaligus dapat digunakan untuk menentukan perspektif/dimensi gender dari kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan yang akan dirumuskan. Data ini harus dipilah menurut jenis kelamin (perempuan dan laki-laki), sehingga para perencana dapat memahami adanya perbedaan pengalaman, aspirasi, dan permasalahan antara perempuan dan laki-laki. Untuk itu, pertanyaan dasar dapat diajukan, seperti apakah data yang ada mengungkapkan kesenjangan atau perbedaan yang cukup berarti antara perempuan dan laki-laki? Analisis penyebab permasalahan memerlukan data dan informasi yang membuktikan bahwa kondisi tersebut memang menjadi penyebab permasalahan kinerja. Data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis suatu penyebab permasalahan antara lain adalah data kuantitatif dan atau kualitatif terkait indikator kinerja berupa capaian kegiatan/program. 




Indikator kinerja ini bila terkait dengan sasaran maka dapat dipilah sesuai variabilitas sasaran, seperti jenis kelamin, kelompok umur, kelompok masyarakat berkebutuhan khusus, disabel dan difabel. Data lain yang dapat dikumpulkan juga mencakup ketersediaan sarana prasarana yang sudah sesuai dengan variabilitas sasaran, data terpilah petugas pelaksana. Semua data yang bisa menggambarkan akses, manfaat, partisipasi dan kontrol dari masing-masing jenis sasaran dapat disajikan untuk dapat menemukan perbedaan. Bila tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada jumlah sasaran, tidak berarti bebas dari kesenjangan gender. Bila ketercapaian kinerja belum tercapai pada semua jenis sasaran bisa disebabkan kegiatan yang biasa dilakukan selama ini belum menjadi solusi dari permasalahan yang sebenarnya.
C. Langkah 3: 
Faktor kesenjangan gender Lakukan analisis untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender, maka dapat digunakan 4 (empat) faktor utama, yaitu: apakah kesenjangan dalam memperoleh akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat, disebabkan karena perbedaan jenis kelaminya. Beberapa pertanyaan dasar berikut dapat membantu mengungkapkan apakah terjadi kesenjangan gender: - Apakah kebijakan/program/kegiatan/sub kegiatan di unit kerja yang dikembangkan oleh perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan? - Siapa yang menguasai (memiliki kontrol) sumber-sumber daya pembangunan tersebut? – Bagaimana partisipasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai tahapan pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan 




keputusan? - Apakah perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan atau sumber-sumber daya pembangunan yang ada? Agar dapat mengidentifikasi isu gender pada masalah kesehatan, maka perlu dicermati apakah ada kesenjangan APKM dan implikasi gender yang terjadi untuk setiap sasaran kegiatan/program.
 Dibawah ini ada matriks yang dapat membantu untuk melakukan hal itu. Namun sebelumnya perlu ditetapkan siapa saja kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau yang terlibat. Kemudian masing-masing kelompok menganalisis implikasi gender dan bagaimana APKM-nya.
D. Langkah 4: 
Penyebab internal Mengidentifikasi sebab kesenjangan karena faktor internal unit dimana kita kerja, kurang/tidak mendukung. Pertanyaan dasar berikut dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah-masalah gender: - Apa program/kegiatan/ sub kegiatan masalah-masalah gender yang diungkapkan oleh faktor-faktor kesenjangan gender? Apakah kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang ada justru memperlebar, mempersempit, atau tidak merubah kesenjangan tersebut? - Apakah akar permasalahannya? - Bagaimana mengatasinya?
E. Langkah 5: 
Penyebab eksternal Mengidentifikasi sebab eksternal terjadinya kesenjangan antra perempuan dan laki-laki? - Apakah kesenjangan terjadi di wilayah publik dan/ataukah terjadi di wilayah domestik? Mengapa terjadi kesenjangan gender tersebut? 




Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pihak eksternal adalah pihak diluar satuan kerja yang sedang dilakukan analisis kebijakan/program/kegiatan tersebut, atau diluar sektor kesehatan.
F. Langkah 6: 
Reformulasi tujuan Reformulasi tujuan yaitu rumuskan kembali kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan baru yang responsif gender. Rumusan tujuan kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang bagaimana yang dapat menjamin kesetaraan dan keadilan gender pada kelompok sasaran.
Pada langkah ini para perencana perlu merumuskan kembali kebijakan/ program/proyek/kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan input dari keseluruhan proses analisis gender yang dilakukan. 
G. Langkah 7: 
Rencana Aksi Pada langkah ini menghasilkan kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang responsif gender. Penyusunan rencana aksi berdasarkan kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang responsif gender perlu disusun rencana aksi yang ditujukan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Contoh: dalam upaya memperluas dan meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, maka kegiatan pokok yang dapat dilakukan antara lain adalah memberikan beasiswa dengan memperhatikan kesetaraan gender. Beberapa pertanyaan berikut diharapkan dapat membantu mengarahkan perumusan kembali kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan agar responsif gender. 



Sasaran-sasaran apa (kuantitatif dan/atau kualitatif) yang perlu dirumuskan untuk setiap rencana aksi yang telah disusun. 
Pastikan bahwa dengan melakukan rencana aksi tersebut, maka kesenjangan gender akan berkurang/hilang. Pertanyaan yang dapat diungkapkan adalah: - Langkah-langkah apa yang diperlukan  untuk mengatasi kesenjangan gender yang ada? - Bagaimana pemerintah dapat memperkecil atau menghilangkan kesenjangan gender tersebut? - Bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi lebih optimal dalam proses pembangunan dan mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan tersebut? - Alternatif rencana aksi kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan apa yang harus dikembangkan untuk memperkecil/menghilangkan kesenjangan gender dan masalah-masalah gender yang telah diuraikan pada langkah 3 dan 4 diatas?
H. Langkah 8: 
Data dasar (baseline data) Sajikan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang menjadi nilai awal indicator keberhasilan program kegiatan yang responsif gender, yang terpilah menurut jenis kelamin seperti yang disajikan pada data pembuka wawasan (eye-opener data). Data kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan untuk melihat titik awal bagaimana kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan, sehingga pada saat monitoring dan evaluasi dapat dilihat apakah rencana aksi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang lebih baik, dan untuk menilai keberhasilan kinerja dari program/proyek/kegiatan pembangunan yang sudah dirumuskan.




I. Langkah 9: 
Indikator kinerja Pada langkah ini para perencana perlu mengidentifikasi indikator gender dari setiap kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan, indikator outcome yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub kegiatan, dan indicator input atau output yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. Beberapa pertanyaan berikut dapat membantu menguraikan, seperti: - Indikator kuantitatif dan/atau kualitatif apa saja yang dapat diidentifikasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan/ program/proyek/kegiatan pembangunan yang responsif gender? – Apakah ukuran keberhasilan kesetaraan dan keadilan gender? Kerangka analisis GAP menggunakan 9 langkah yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Penjelasan secara umum kesembilan langkah GAP.



GAP pelatihan Konseling Menyusui Bagi Petugas Kabupaten/Kota 
di Dinas Kesehatan  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 

	Langkah 1
	Langkah 2
 
	Langkah 3
	Langkah 4
	Langkah 5
	Langkah 6
	Langkah 7
	Langkah 8
	Langkah 9

	Nama Kebijakan/Program/Kegiatan
	
	Isu Gender
	Kebijakan dan Rencana Kedepan
	Pengukuran Hasil

	
	Data Pembuka Wawasan ( tambah 
	Faktor  Kesenjangan
	Sebab  Kesenjangan Internal
	Sebab Kesenjangan Eksternal
	Reformulasi Tujuan
	Rencana Aksi
	Basis Data (Base-line)
	Indikator Kinerja

	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Data Umum :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	 Jumlah Penduduk :  1.465.535  Laki : 749.342 Perempuan : 716.193
	akses : bapak/suami kurang mendapat informasi mengenai manfaat ASI, masih ada ibu yang tidak menyusui 
	sarana laktasi di kantor belum memadai
	pengetahuan keluarga tentang ASI masih kurang
	Tersusunnya kegiatan yang responsif gender
	pelatihan konseling menyusui bagi petugas kabupaten/kota
	 Jumlah Penduduk :  1.465.535  Laki : 749.342 Perempuan : 716.193
	Terlatihnya petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan konseling menyusui : 50 orang

	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	jumlah sasaran bayi 0-6 bln : 12.550; laki-laki 6.465, perempuan 6.085
	partisipasi : partisipasi suami dalam mendukung ibu menyusui belum maksimal, karena malas, bekerja
	masih kurangnya praktik pemberian ASI yang tepat melalui konseling menyusui
	masih kurangnya dukungan keluarga/suami agar ibu menyusui bayi nya
	 
	advokasi peran keluarga dalam mendukung ASI eksklusif 
	jumlah sasaran bayi 0-6 bln : 12.550; laki-laki 6.465, perempuan 6.085
	Tersosialisasinya  perilaku menyusui kepada masyarakat : 50 orang

	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	Sasaran Lahir Hidup : 24.285 (98, 931% );Laki 12.494, Perempuan 11.791
	kontrol : suami/orang tua memaksa memberi susu formula/ bila anak rewel, sehingga ibu  gagal ASI Eksklusif
	konselor ASI jarang yang laki-laki
	gencarnya promosi dari susu formula
	 
	edukasi menyusui bagi ibu pekerja di perkantoran dan perusahaan
	Sasaran Lahir Hidup : 24.285 (98, 931% );Laki 12.494, Perempuan 11.791
	Tersosialisasinya perilaku menyusuikepada  ibu pekerja : 80 orang

	 
	Jumlah Sasaran Ibu Hamil : 26.540 ( 90.06% ) 
	manfaat : ibu/istri lebih banyak mendapat manfaat dari menyusui, praktis, 
	Capaian IMD belum maksimal
	belum ada kebijakan tentang ASI di provinsi
	 
	pengembangan media KIE tentang ASI Eksklusif
	Jumlah Sasaran Ibu Hamil : 26.540 ( 90.06% ) 
	Tersedianya media KIE ASI Eksklusif

	Tujuan : Prevalensi Stunting 16%
	ibu menyusui : 25.181
	 
	belum ada SOP yang responsif gender dalam pemanggilan peserta pelatihan 
	ibu tidak melakukan IMD dengan benar
	 
	 
	ibu menyusui : 25.181
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	cakupan program 2021 :
	 
	 
	 
	 
	 
	cakupan program :
	 

	 
	bblr : 7.5
	 
	 
	 
	 
	 
	bblr : 7.5
	 

	 
	imd : 49.5
	 
	 
	 
	 
	 
	imd :49.5
	 

	 
	asi eksklusif  : 36.2
	 
	 
	 
	 
	 
	asi eksklusif  ;36.2
	 

	 
	balita stunting : 18.05
	 
	 
	 
	 
	 
	balita stunting :18.05
	 

	 
	balita wasting : 6.2
	 
	 
	 
	 
	 
	balita wasting : 6.2
	 

	 
	% D/S : 64,86
	 
	 
	 
	 
	 
	% D/S : 64,86
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GENDER BUDGET STETEMENT

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu didukung dengan dokumen akuntabilitas spesifik gender yang menginformasikan bahwa suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan suatu dana telah dialokasikan untuk menangani permasalahan gender pada kegiatan tersebut (KPPPA 2010 dan 2011). Dokumen akuntabilitas spesifik gender ini disebut Gender Budgeting Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender. GBS merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender (Bappenas, Kemkeu, Kemendagri dan KPPPA, 2012). Gender Budgeting Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG) adalah dokumen yang menginformasikan bahwa suatu program dan kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender (KPPPA, 2013: Modul Fasilitator (TOF) PPRG Daerah, Jakarta, 2013). GBS merupakan perpaduan dari hasil analisis gender (GAP) dan kebutuhan anggaran secara generik dan instan, namun secara komperehensif mencakup tentang relevansi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, output, suboutput kegiatan dan komponen-komponen input terhadap pencapaian target indikator kegiatan dan target output/outcome dari program dan kegiatannya. Target indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai mesti memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender yaitu terhadap perempuan dan laki-laki, terhadap anak perempuan dan anak laki-laki, kelompok lanjut usia, difabel, orang desa dan orang miskin. 




Karena target kinerjanya adalah gender, maka rencana aksi dan suboutput pun merupakan hasil analisis gender. Sumber utama GBS adalah berdasarkan hasil analisis gender, dan karena analisis gender yang digunakan adalah metode GAP, maka substansi GBS berasal dari matriks analisis GAP. Sebagian isi GBS juga berasal dari dokumen TOR responsif gender. Komponen yang harus ada dalam GBS adalah: nama program, nama kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan, output kegiatan, analisis situasi, suboutput dan tujuan suboutput (jika terdapat suboutput), besar alokasi anggaran untuk mencapai output, serta dampak/hasil output secara luas. 8 | Modul Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan MPI 4. Gender Budgeting Statement (GBS) Bidang Kesehatan Dalam penyusunan RKA-K/L (Perdirjen Anggaran No. Per-5/Ag/2020), dikatakan bahwa unit eselon I bertugas menyusun dokumen pendukung antara lain kerangka acuan kerja/Term Of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Gender Budgeting Statement (GBS), dan format penandaan anggaran RO. Sedangkan satuan kerja (Satker) bertugas menyiapkan dokumen pendukung, seperti KAK/TOR, RAB, GBS, Penandaan Anggaran (budget tagging), dan khusus satker Badan Layanan Umum (BLU) menyiapkan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU, dan dokumen pendukung teknis lainnya. 
Dokumen RKA-K/L terdiri atas: 
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Refference (TOR), 
2. Rincian Anggaran dan Biaya (RAB), 
3. Formulir Penandaan Anggaran (Budget Tagging) dan Gender Budgeting Statement, 
4. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU), dan 
5. Dokumen pendukung teknis lainnya 
Disini kami akan menampilkan Gender Budgete statemen dari penyelenggaraan pelatihan Konseling Menyusui Bagi Petugas Kabupaten/Kota di Dinas Kesehatan  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebagai berikut : 


GENDER BUDGET STATEMENT(GBS)
TAHUN 2024

Kementerian Negara/Lembaga	: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 
                                                        Belitung	
Unit Organisasi			: Dinas Kesehatan  Provinsi Kepulauan 
                                                        Bangka Belitung                                                   Unit Eselon II/Satker		: Dinas Kesehatan  Provinsi Kepulauan 
                                                        Bangka  Belitung                                                      	
	Program 
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

	Indikator Kinerja Kegiatan
	Jumlah SDMK yang di tingkatkan kompetensi.

	Output Kegiatan

	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan  Konseling Menyusui Bagi Petugas Kabupaten/Kota terakreditasi sebanyak 50 orang

	Analisis Situasi













	Sebagian besar peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan proporsi perempuan 80% dan laki-laki 20%, sarana laktasi di kantor belum memadai, masih kurangnya praktik pemberian ASI yang tepat melalui konseling menyusui, konselor ASI jarang yang laki-laki, Capaian IMD belum maksimal, belum ada SOP yang responsif gender dalam pemanggilan peserta pelatihan
Hasil analisis APKM sebagai berikut :
Akses :
bapak/suami kurang mendapat informasi mengenai manfaat ASI, masih ada ibu yang tidak menyusui 
Partisipasi : partisipasi suami dalam mendukung ibu menyusui belum maksimal, karena malas, bekerja
Kontrol : suami/orang tua memaksa memberi susu formula/ bila anak rewel, sehingga ibu  gagal ASI Eksklusif
Manfaat : ibu/istri lebih banyak mendapat manfaat dari menyusui, praktis,
Penyebab internal : belum ada kebijakan RG dalam pelatihan, Belum tersedia Sapras yang RG dan Belum tersosialisasinya para pegawai PUG dan penyebab eksternal : instansi Pengirim belum terpapar dengan pelatihan /pelayanan RG.


	Rencana Aksi
	Pelatihan  Konseling Menyusui Bagi Petugas Kabupaten/Kota
	Pelatihan pelatihan  Konseling Menyusui Bagi Petugas Kabupaten/Kota yang responsif gender


	
	
	Tujuan output 
	Terselenggaranya Pelatihan  Konseling Menyusui Bagi Petugas Kabupaten/Kota yang responsif gender

	
	
	Komponen 1
	Persiapan

	
	
	Komponen 2
	Pelaksanaan

	
	
	Komponen 3
	Evaluasi

	
Alokasi Anggaran Output Kegiatan 
	
Rp 389.946.830 ( Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)

	Dampak/hasil Output Kegiatan 
	Terselenggaranya Pelatihan  Konseling Menyusui Bagi Petugas Kabupaten/Kota yang responsive gender.



















BAB IV
KALENDER SIKLUS RESPONSIF GENDER

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu disusun perencanaan dan penganggaran yang baik. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan penganggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, untuk mengalokasikan sumber daya yang dijabarkan dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter, yang meliputi seluruh kegiatan satuan kerja untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran, dan anggaran (APBD) dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 





Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. 
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 


Dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai lingkup perencanaan daerah, dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan daerah. Selain diatur dalam UU nomor 25/2004, perencanaan daerah juga diatur dalam UU nomor 17/2003, UU nomor 32/2004 dan UU nomor 33/2004. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam sistem perencanaan dan penganggaran, serta pengendaliannya melalui pemantauan dan evaluasi. Perspektif gender yang dimaksud meliputi pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (KPPPA, 2010: 4). PPRG dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Proses perencanaan dan penganggaran merupakan suatu siklus dengan milestone terkait tahapan dan kegiatan dalam rangkaian penyusunan perencanaan program dan anggaran. Siklus perencanaan dimulai dengan penyusunan memorandum program provinsi, penyusunan usulan program untuk konsultasi. 
Siklus Perencanaan dan Penganggaran musyawarah rencana pembangunan nasional (Musrenbang), sedangkan penyusunan anggaran dimulai penetapan pagu anggaran awal/sementara, penyusunan rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) awal, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, penetapan pagu anggaran definitif, penyusunan RKAKL definitif, penelahahan RKAL, dan pengesahan Daftar isian Program Anggaran (DIPA). 







Siklus perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan proses perencanaan dan penganggaran program/kegiatan seperti pada umumnya namun ditambahkan dengan melakukan analisis gender yang dituangkan dalam Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dan diakhiri dengan penandaan (tagging).Permendgri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 
 




















KALENDER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

	NO
	KEGIATAN
	PERIODE PELAKSANAAN
	ACUAN

	
	
	BULAN
	MINGGU
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Mengumpulkan usulan kegiatan t+1 dari masing - masing bidang / bagian
	Januari
	I
	Nota Dinas dan usulan kegiatan

	2
	Perencana menyusun RKA-K/L Pra Pagu Indikatif t+1
	
	II-III
	TOR, RAB, GAP, GBS, Data dukung lainnya

	3
	Perencana mengunggah usulan RKA-K/L t+1 ke aplikasi E-Renggar
	
	IV
	TOR, RAB, GAP, GBS, Data dukung lainnya yang sudah disahkan pimpinan

	4
	Perencana mengunggah usulan belanja modal t+1 kedalam aplikasi E-planning
	Februari
	II - III
	Usulan belanja modal dan data dukungnya

	5
	Verifikasi usulan RKA-K/L Pra Pagu Indikatif t+1 dengan Eselon I
	
	IV
	Catatan Hasil Verifikasi Eselon I, Usulan RKA-K/L Pra Pagu Indikatif dan Dokumen belanja pegawai dan operasional perkantoran yang disetujui Eselon I

	6
	Menyusun perbaikan hasil verifikasi dengan Eselon I
	Maret - April
	I – IV
	Dokumen TOR dan RAB yang telah diperbaiki sesuai catatan hasil verifikasi

	7
	Menginput usulan RKA-K/L t+1 ke dalam aplikasi SAKTI
	Mei - Juni
	I – II
	Dokumen RKA, RKK, dan Konsep DIPA

	8
	Verifikasi usulan RKA-K/L Pagu Anggaran t+1 dengan Eselon I
	Juni
	III – IV
	Catatan Hasil Verifikasi dari Eselon I

	9
	Penelitian, Reviu dan Penelaahan usulan RKA-K/L Pagu Anggaran t+1
	Juli
	I - IV
	CHP dan CHR usulan RKA-K/L Pagu Anggaran

	
10
	
Memperbaiki pagu anggaran t+1 sesuai dengan CHR dan hasil penelaahan
	
Agustus - September
	
I – IV dan
	
Usulan pagu anggaran yang telah diperbaiki

	
	
	
	I - III
	

	11
	Input data TRPNBP t+2
	September
	III
	TRPNBP t+2

	12
	Penyusunan dan Reviu RKBMN t+2
	
	III - IV
	RKBMN t+2

	13
	Verifikasi usulan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran t+1 dengan Eselon I
	
	IV
	Catatan Hasil Verifikasi dari Eselon I

	14
	Penelitian, Reviu dan penelaahan usulan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran t+1
	Oktober
	I - IV
	CHP dan CHR usulan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran

	15
	Pengesahan dan terbit DIPA t+1
	November
	III – IV
	DPA yang telah sah

	16
	Mengirimkan nota dinas ke masing-masing bidang / bagian untuk mempersiapkan usulan tahun berikutnya
	Desember
	I - IV
	Nota Dinas
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BAB V
PELAKSNAAN TAHAP AWAL PPRG 
DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. PELAKSNAAN TAHAP AWAL PPRG
Setelah dilaksanakannya kegiatan aktualisasi selama masa habituasi 30 hari kerja di Bidang Kesehatan Masyarakat. Terdapat capaian pelaksanaan aktualisasi terhadap rencana yang telah dibuat serta proses pelaksanaan, hambatan, dan manfaat. Selain itu dapat dilakukan analisa dampak kegiatan aktualisasi. Pada kegiatan pelaksanaan aktualisasi direncanakan sebanyak 4 (empat ) periode bimbingan yaitu;
Minggu I	
1. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengadakan rapat dengan peserta pelatihan PPRG BK sebagai narasumber . Sosialisasi hasil pelatihan, di adakan oleh peserta pelatihan pada tanggal hari senin tanggal 06 Maret 2023 yang bertempat di ruang rapat bidang Kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri 21 orang staf dan satker bidang kesmas. Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan oleh ibu Kelanawaty lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi hasil pelatihan  oleh yaitu Bu Marlindah Setyarini dan Nila Kusuma yang memaparkan materi perihal Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang  Kesehatan (PPRG-BK),  Kebijakan Pelatihan Responsif Gender serta Isu Gender dalam Bidang Kesehatan. Kendala yang ditemukan saat pelaksanaan sosialisasi adalah banyak peserta yang belum bisa hadir karena dinas luar dan isu gender adalah hal baru di instansi, harapannya semoga dengan diadakannya sosialisasi hasil pelatihan ini dapat menambah ilmu dan dapat diterapkan oleh seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pembagian tugas untuk pelaksanaan
Masing -masing anggota tim membuat isu gender dari seksi masing dengan hasil sebagai berikut : 
-	Marlidha setyarini isu tentang prevalensi stunting
-	Kelanawaty isu tentang Komunikasi Informasi dan Edukasi
-	Nila Kusuma isu tentang penurunan AKI dan AKB
3. penugasan tim dan individu 
Berdasarkan hal tersebut,  isu utama yang diangkat oleh tim adalah mengenai prevalensi stunting dengan rencana aksi pelatihan konseling menyusui dengan alasan kegiatan mengikuti siklus gender dan Kegiatan yang diusulkan tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan sesuai dengan lingkup pekerjaan dan secara realistis dapat dilaksanakan selama masa aktualisasi ditempat kerja.
4. Pembahasan penugasan tim dan individu
Konsultasi dengan coach  mengenai isu-isu di tempat kerja serta persiapan rencana aktualisasi. Koordinasi dan konsultasi dilakukan guna mendapatkan isu yang tapat sesuai dengan tingkat urgency dan solusi dari isu tersebut.
5. Pembahasan dan pembimbingan penugasan: isu gender 
Melakukan kajian materi terkait koordinasi tugas dan fungsi setiap tim. tim
Memepelajari isu mengenai tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap komponen dari coach. Hal ini dilakukan guna menentukan cara menentukan rencana aksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Minggu II
1. Pembahasan penugasan tim dan individu: penyusunan GAP
Penyusunan 
a. Melakukan analisis gender dengan menggunakan metode gender analysis pathway.
b. Menentukan satu rencana aksi responsif gender yang berasal dari isu gender yang sudah disusun
c. Menyusun kerangka acuan kegiatan rencana aksi yang responsif
gender
d. Mengimplementasikan rencana aksi di unit kerja
2. Pembahasan penugasan tim dan individu:  Konsultasi GAP
Menyajikan hasil penyusunan GAB dan implamentasi rencana aksi tersebut

Minggu III	
1. Pembahasan penugasan: penyusunan kalender perencanaan & penganggaran  dan GBS
Melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu yang di angkat dan pemecahan isu daam perancanaan penganggaran. Meminta arahan dan saran coach terkait isu yang dibahas, membuat catatan pemecahan isu sesuai arahan coach dan kalender perencanaan
2. Pembahasan dan pembimbingan penugasan: kalender perencanaan dan penganggaran dan GBS  
Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan coach analisis GBS

Minggu IV	
Pelaksanaan tahap awal PPRG dan penyusunan laporan	bimbingan penulisan laporan. Laporan yang dibuat adalah laporan tugas kelompok sesuai unit kerja. Laporan dibuat berdasarkan permasalahan kinerja dan isu gender pada instansi tim, laporan terdiri :
1. Pendahuluan	
2. Analisis Gender Dengan Gender Analisys Patwhay
3. Gender Budget Stetement                                                        
4. Kalender Siklus Penganggaran Gender
5. Pelaksnaan Tahap Awal Pprg Dan Rencana Tindak Lanjut
6. Kesimpulan dan saran
7. Daftar Pustaka

B. RENCANA TINDAK LANJUT 
Kegiatan aktualisasi yang dilakukan selama 30 hari, yakni pada tanggal 28 Februari sampai dengan 31 Maret 2023 ini telah terlaksana sepenuhnya. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga terdapat hal-hal yang kurang dan masih dapat dimaksimalkan di waktu yang akan datang. Oleh karena itu rencana aksi penyempurnaan aktualisasi Pelatihan PPRG Angkatan II Tahun 2023 yang telah dilaksanakan. 
Dilanjutkan dengan kegiatan seminar secara daring pada tanggal 02 sampai dengan 06 April 2023 . Aktualisasi dijalankan secara intensif untuk menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik gender dan kelompok inklusi menuju keadilan dan kesetaraan gender mulai dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. 
Dalam pembuatan PPRG BK harus di laksanakan mulai dari :
1. Analisis gender
2. GAP
3. GBS
4. Siklus
5. RTL 
Setelah di Lakukan Tagging dalam perencanaan.








Dari hasil Pelatihan Perencanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan maka kami menyusun Rencana Tindak lanjut sebagai berikut :

	NONON0
	HARI/TANGGAL
	KEGIATAN
	               PJ


	1
	April 2023
	Menyamakan persepsi
	ES III/IV
Tim 

	2
	 Mei -Juni 2023
	Rapat dan Sosialisasi Internal Bidang Kesehatan Masyarakat
	ES III/IV
Tim Staf Kesmas 
dan satker

	3
	Juli  2023
	Sosialisasi Internal bidang- bidang yang ada di dinas kesehatan
	tim

	4
	Agustus 2023
	Menyusun GAP, GBS tahun 2024
	tim

	5 
	September 2023
	Menyusun RKA, TOR, RAB sd kalender perencanaan
	tim

	6 
	Oktober 2023
	Melakukan input RKA ke SIPD
	tim

	7
	Desember 2023
	Finalisasi DPA
	Tim, Bakuda

	8
	         April 2024
	Pelaksanaan kegiatan
	ES III/IV
Tim Staf Kesmas 
dan satker serta peserta pelatihan













BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat kami paparkan selama melakukan kegiatan aktualisasi adalah sebagai berikut : 
1. Kegiatan-kegiatan yang disusun dalam laporan aktualisasi dengan judul Pelatihan Konseling Menyusui Bagi Petugas Kabupaten/Kota Di Dinas Kesehatan  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                                              Tahun 2024 2024 sudah disusun dengan baik.
2.  Penerapan keadilan dan kesetaraan gender mulai dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat telah diterapkan pada kegiatan .
3. Dampak positif yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini adalah dengan adanya persamaan persepsi  dalam PPRG BK.
4. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ASI dan meningkatkan cakupan ASI eksklusif, maka perlu tenaga terlatih konseling menyusui di setiap layanan yang menyediakan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tenaga terlatih konseling menyusui tersebut bertugas memberikan informasi dan membantu ibu jika mengalami masalah pada saat menyusui. Oleh karena itu di puskesmas dan jaringannya, rumah sakit khusus bersalin, maupun bidan praktis swasta, dan sebagainya perlu mempunyai tenaga terlatih konseling menyusui.




5. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan dituntut berperan dalam hal percepatan dan keberhasilan pembangunan nasional yang dimulai dengan kemampuan dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi SDM Kesehatan. 

B. SARAN
Selama melaksanakan kegiatan aktualisasi, adapun saran yang dapat kami diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 Berkenan mendukung penerapan pprg dalam lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kepala bidang lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Berkenan tetap memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada tim dan yang lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-sehari dengan menerapkan PPRG BK
3. Staf dan pegawai lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Memberikan saran baik dan selalu meningkatkan kolaborasi dan koordinasi serta mengimplementasikan PPRG BK dalam setiap pelaksanaan kegiatan, dalam merencanakan suatu kegiatan perlu menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender  sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Satker  di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Diharapkan seluruh pegawai di dinas lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah terpapar pelayanan yang responsive gender.
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